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Abstract 

 The aim of this research is to analyze the process of managing household waste in the Rumbai Pesisir 

District community by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service and to find out what obstacles the 

Pekanbaru City Environment and Hygiene Service has in managing waste at the Rumbai Pesisir TPS. The 

research method used in this research is a qualitative descriptive research method. Meanwhile, the data analysis 

used is analysis consisting of three activity streams that occur simultaneously, namely: data reduction, data 

presentation, drawing conclusions/verification. Based on the research results, it is known that the planning carried 

out by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service is considered not optimal, this can be seen from the 

lack of law enforcement against transport that dumps waste at the Rumbai Pesisir TPS. The division of tasks has 

been carried out by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service but it is based on sub-districts, not 

based on existing polling stations. The Head of the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service has given 

assignment orders to employees at the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service. 
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Abstrak 

 Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 

dan untuk mengetahui apa saja hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 

dalam pengelolaan sampah di TPS Rumbai Pesisir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu metode penelitian diskriptif kualitatif. Sementara itu, analisis data yang digunakan yaitu 

analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui perencanaan yang dilakukan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal hal ini dilihat 

dari belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah di TPS Rumbai 

Pesisir. Pembagian tugas sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 

Pekanbaru tetapi itu berdasarakan Kecamatan bukan berdasarakan TPS yang ada. Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah memberikan Surat Perintah Tugas kepada 

pegawai yang ada di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 

Kata Kunci: Analisis, Pengelolaan Sampah, Kota Pekanbaru 
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Administrasi adalah merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau 

lebih. Yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang 

ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan saran dan prasarana tertentu secara berdaya 

guna dan hasil guna  Siagian (Zulkifli,2005;20), admnistrasi dan manajemen merupakan 

sebagai ilmu dan seni dalam pengelolaan dan mengatas permasalahan dalam organisasi yang 

mana terdapat sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. 

Pada setiap organisasi public dalam rangka mencapao tujuan dan sasaran secara 

berhasil guna dan berdaya guna memerlukan adanya pe,bagian kerja, pelimpahan wewenang 

sampai kepada rincian tugas secara jelas disetap disetiap masing – masing pihak yang 

organisasi tersebut. Disamping itu, dalam suatu organisasi harus ditetapkan pula kaitan 

kerjasama antara satu aspek dengan aspek lainnya, untuk dijadikan pegangan bagi para 

pelaksana, agar proses pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis. 

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau berfungsi sebagai pusat pemerintahan 

Provinsi Riau, Pusat Pendidikan, Pusat Perdagangan, Industry dan Jasa. Pekanbaru saat ini 

memiliki perkembangan yang cukup pesat, perkembangan tersebut terlihat dari tumbuhnya 

pusat-pusat perdagangan moderen dan tradisional, selain di pusat kota juga tersebar di 

kecamatan-kecamatan dalam kota pekanbaru. Secara administratif Kota Pekanbaru memiliki 

12 Kecamatan dan 58 Kelurahan/Desa. 

Kebersihan   merupakan   hal   utama   yang   harus   di   perhatikan   oleh pemerintah 

maupun masyarakat di setiap kota karena kebersihan merupakan cerminan keindahan dari 

sebuah kota. Oleh sebab itu, pemerintah kota perlu menangani secara serius  persoalan 

kebersihan khususnya penanganan  masalah sampah. Permasalahan sampah tidak pernah ada 

habisnya dan menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar di Indonesia.Sampah 

merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada 

hanya produk- produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase/materi, yaitu 

fase padat, cair, atau gas. Ketika di lepaskan dalam fase cair dan gas, terutama dalam fase gas 

sampah ini di sebut sebagai emisi berkait dengan polusi. Bila sampah masuk ke dalam 

lingkungan (ke air, ke udara dan ke tanah) maka kualitas lingkungan akan menurun. 

Peristiwa masuknya sampah ke lingkungan inilah yang di kenal sebagai peristiwa 

pencemaran lingkungan. Masalah persampahan merupakan sebuah tantangan yang akan 

menentukan sustainaibility lingkungan suatu kota. Kegagalan menangani problem 

persampahan ini akan meningkatkan resiko warga kota berhadapan  dengan  berbagai  

macam  penyakit  yang  akan  meningkatkan  biaya sosial untuk kesehatan. Selain itu sampah 

yang di buang ke sungai dan saluran pembuangan berpotensi menimbulkan banjir.Kelompok 

pertama yang paling di rugikan adalah masyarakat miskin. Alasan tersebut menyebabkan 

pemerintahan kota berkewajiban menyediakan sistem pengolahan yang efektif, efesien dan 

terjangkaSampah merupakan sisa-sisa kegitatan sehari-hari manusia atau proses alam yang 

berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak 

dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan di buang ke lingkungan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta 

didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor  13  Tahun  2012  Tentang  

Pedoman  Pelaksanaan  Reduce,  Reuse  dan Recycle melalui Bank Sampah, maka aparat 

pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah 
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untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan diterapkannya kedua 

peraturan ini, maka kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini hanya bertumpu pada 

pendekatan kumpul,  angkut,  buang dengan  mengandalkan keberadaan  Tempat Pemrosesan  

Akhir  (TPA),  diubah  dengan  pendekatan  reduce  at  source  dan resource recycle melalui 

penerapan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat 

diharapkan mengubah paradigmanya terhadap sampah, yaitu memandang sampah sebagai 

sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat, sehingga dapat memperlakukan sampah 

sebagai sumber daya alternatif yang dapat dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, 

proses daur ulang, maupun proses lainnya. 

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 

2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 maka Pemerintah Kota 

Pekanbaru juga akan melaksanakan program 3R terhadap sampah. Hal ini dibuktikan dengan 

telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung 

jawab Pemerintah Daerah, dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kebersihan  dan  

Pertamanan  Kota Pekanbaru serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.Dalam 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 6 menyatakan Pemerintah 

Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah yaitu :  

a.  Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan 

nasional dan provinsi. 

b.  Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur 

dan kriteria yang di tetapkan oleh pemerintah. 

c.  Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang 

dilaksanakan oleh pihak lain. 

d.  Menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan 

Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 

e.  Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun 

terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka yang 

telah ditutup. 

f.  Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai 

dengan kewenangannya. 

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini 

dapat dikatakan kurang efektif. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih berorientasi pada 

penyelesaian pembuangan sampah, hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan sistem 

pengelolaan sampah yang profesional. Permasalahan sampah masih belum mendapatkan 

perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam 

perkembangan dan pembangunan kota. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum 

memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan 

dalam sistem pengelolaan sampah, sehingga jika dapat berjalan dengan apa yang diharapkan 

maka Bank Sampah akan menjadi suatu solusi nyata dalam pengelolaan sampah di Kota 

Pekanbaru. 
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Masih jauh dari memadai apabila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah 

yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Seringkali terlihat suatu 

pemandangan dimana sampah dibuang oleh masyarakat sekitarnya ataupun orang yang 

tinggal jauh dari lingkungan tersebut yang sengaja membuang sampah di suatu tempat 

padahal tempat tersebut bukan merupakan tempat pembuanagan sampah, sehingga menjadi 

tempat pembuangan sampah liar di Kota Pekanbaru, salah satunya pada tempat pembuangan 

sampah sementara (TPS) di Kecamatan Rumbai Pesisir. 

Pembuangan dengan cara timbunan terbuka di TPA (open dumping) adalah bentuk 

pengolahan umum yang ditemui di Indonesia. Apabila pengelolaan sampah masih dilakukan 

dengan cara ini, maka dapat diperkirakan kotakota di Indonesia akan mengalami 

permasalahan sampah yang akan berdampak buruk bagi kehidupan. Untuk mencapai 

masyarakat perkotaan yang sejahtera, kualitas lingkungan hidupnya harus baik, karena akan 

berpengaruh pada kualitas hidupnya (quality oflife). 

Pengelolaan sampah konvensional sistem open dumping yang menumpukkan sampah 

di tempat terbuka pada TPA bukanlah merupakan pilihan yang ramah lingkungan karena 

membiarkan gas methane dan air lindi mencemari lingkungan sekitarnya. Apalagi 

penanganan yang terpusat (sentralisasi) pada TPA membuat  jalur  pengangkutan  lebih  

panjang  dan  kurang  efisien. Selain  itu  juga sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang 

tidak memadai sehingga menyebabkan kurang optimal bekerjanya pengelola sampah dalam 

hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. 

Namun ada hal lain yang membuat penulis mempertimbangkan untuk penentuan 

lokasi penelitian ini. Dan tentu wilayah yang dimana menjadi langganan banjir dan daerah 

pinggiran sungai menimbulkan permasalahan yang lebih khusus dalam perihal penanganan 

sampah itu sendiri. 

fenomena - fenomena yang yang penulis temukan dalam pra survey adalah, Tidak 

bertepatnya waktu pembuangan sampah oleh masyarakat Kota Pekanbaru dengan 

pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 

Kurangnya pembinaan dan pengawasan kerja Dinas Kebersihan dalam pengelolaan sampah 

yang dilakukan oleh pihak pengelola. Baik itu pihak ketiga(swasta)  atau pekerja dari dinas 

itu sendiri, Indikasi kurangnya sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kotaa Pekanbaru. 

Tinjauan Pustaka 

 Pengelolaan adalah  “manajemen”.  Manajemen  adalah  kata  yang aslinya dari bahasa 

Inggris yaitu “management”, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan 

manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut suharismiarikunto adalah 

pengadministrasian, pengaturan, atau penataan  suatu kegiatan.1 Namun kata management 

sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama 

dengan “pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengoordinasi dan mengintergrasi 

kegiatan kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. 

Adapun indikator pengelolaan menurut) George Terry (2014:53) yaitu: 
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1. Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk 

menganstisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi serta 

taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. 

2.  Pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang 

telah dirumuskan dalam perencanaan  yangb didesain dalam struktur  organisasi   yang  

tepat  dan  tangguh,   sistem  dan  lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa 

memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi   bisa   bekerja   secara   efektif   dan   

efisien   guna   pencapaian organisasi. 

3.  Pengarahan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau kelompok mau 

bekerja sama dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, sesuai dengan 

tugas dan wewenang, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. 

4.  Pengawasan  adalah  proses  pengamatan  dari  pada  pelaksanaan  seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan  yang sedang dilakukan   berjalan   

sesuai   dengan   rencana   yang   telah   ditentukan sebelumnya. 

Metode 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam 

mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat 

sebelum penelitian tetapi mengolah data dan mengalisis suatu masalah secara non numerik. 

Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian 

teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada 

deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari 

informan dan perilaku yang di amati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang 

ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Design penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, Menurut Yin (2015: 18) penelitian studi kasus 

merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, 

bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : 

multi sumber bukti dimanfaatkan. 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indicator dari pengelolaan menurut) George 

Terry (2014:53). 

 

Perencanaan (Planning) 

Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta 

satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan 

perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk 

mencapai hasil yang dikehendaki. Perencanaan juga diartikan sebagai proses penentuan 

tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang 

ada. 

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang 

menyangkut kepada penyusunan evaluasi/ review informasi yang ada terkait, prosedur serta 

kebijakan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir 
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Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara 

dengan Hendra Apriadi MH Kabid Pengeolaan Sampah, beliau mengatakan bahwa : 

 “Jelas, kami selaku khusus yang bertugas dalam Bidang pengelolaan sampah ini sudah 

tentu mempersiapkan serta mengevaluasi bagaimana pengelolaan sampah di TPS Rumbai 

Pesisir tersebut hal ini dilakukan agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk begitu banyak 

disana. Prosedur pengelolaan sampah yang kami lakukan ya melakukan pengangkutan 

sampah dari TPS tersebut ke TPA 2 Muara Fajar itu dilakukan pada pagi hari sehingga dengan 

begitu tidak ada lagi sampah yang menumpuk disana pada siang harinya. Kebijakan dalam 

pengelolaan sampah ini sudah jelas, saya selaku Kabid Bidang Pengelolaan Sampah sudah 

melakukan diskusi dengan Kepala Dinas sehingga sudah ada putusan atau Himbauan dari 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada seluruh 

masyarakat Kota Pekanbaru bahwa masyarakat dianjurkan untuk membuang sampah di TPS 

Rumbai Pesisir tersebut mulai dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 05.00 Wib. Hal ini untuk 

mencegah adanya sampah yang bertumpukan di TPS Rumbai Pesisir  pada siang hingga sore 

harinya”. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator pertama yakni perencanaan, peneliti 

menemukan bahwa isu atau informasi terkait pencemparan lingkungan/ penumpukan 

sampah di TPS Rumbai Pesisir sudah diketahui secara lengkap oleh Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tetapi belum ada inovasi prosedur pengelolaan sampah 

yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga 

sampai saat ini selalu ada sampah yang berserakan di TPS Rumbai Pesisir. Penegakan hukum 

terhadap angkutan liar yang membuang sampah di TPS Rumbai Pesisir sudah pernah 

dilakukan pada tahun 2021 dan itu cukup berhasil hanya saja permasalahan anggaran yang 

sediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mencukupi sehingga Tim Penegakan Hukum 

tersebut harus dibubarkan atau kegiatan tersebut di hapuskan. 

Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian (Organizing)  diartikan  sebagai  kegiatan mengaplikasikan seluruh 

kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu 

serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Organizing  (Pengorganisasian)  adalah  suatu  proses  penentuan, 

pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat 

yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap 

individu yang akan melakukan aktivitas- aktivitas tersebut. 

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang 

menyangkut kepada pembagian tugas dan kerjasama dalam Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 
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Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra Apriadi MH Kabid 

Pengeolaan Sampah, beliau mengatakan bahwa : 

“Pembagaian tugas yang dimaksud ini bukan untuk di TPS Rumbai Pesisir saja 

sebenarnya. Kami dari Bidang pengelolaan sampah membagi tugas berdasarkan zona masing-

masing. TPS Rumbai Pesisir itu kandi Kecamatan Rumbai jadi kami menugaskan pegawai itu 

perkecamatan untuk mengawasi wilayah yang rentan banyak sampah. Untuk TPS Rumbai 

Pesisir sendiri kami menugaskan 3-4 orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas di penyapuan. 

Permasalahan kerjasama dengan pihak swastapun sudah kami lakukan tetapi kami berugas 

di zona kami masing-masing. Kerjasama tersebut dengan PT. Godang Tua Jaya dan PT. 

Sahamna Indah. Jadi yang bertanggungjawab atas kebersihan TPS Rumbai Pesisi  tersebut 

ialah PT. Godang Tua Jaya”. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Analisis Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator kedua yakni pengorganisasian, peneliti 

menemukan informasi bahwa belum ada pegawai atau THL yang ditugaskan secara khusus 

untuk melakukan pengelolaan sampah di TPS Rumbai Pesisir. Tugas yang diberikan kepada 

pegawai yaitu penyapu bukan ditugaskan untuk pengelolaan sampah di TPS Rumbai Pesisir. 

Keterlambatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak dinas dengan pihak swasta karena 

banyak terdapat kesalahan dalam dokumen lelang yang dibuat oleh pegawai Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga terjadi beberapa kali revisi 

dokumen lelang kerjasama pengelolaan sampah. 

Pengarahan (Actuanting) 

Pengarahan  (Actuating)  adalah menempatkan  semua  anggota daripada kelompok agar 

bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan 

perencanaan dan pola organisasi. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar 

mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. 

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut 

kepada Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas dan pembagian tugas khusus di Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra 

Apriadi MH Kabid Pengeolaan Sampah, beliau mengatakan bahwa : 

“Kalau masalah surat perintah tugas sudah jelas ada dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kota Pekanbaru, kalau tidak ada SPT maka kami tidak akan bisa bekerja. 

Sebenarnya memang SPT itu hanya pelengkap administratif, tetapi dengan adanya SPT 

tersebut maka apa yang akan kami kerjakan akan lebih terarah apa saja yang harus kami 

laporkan kepada Kepala Dinas. Permasalahan pembagian tugas khusus menurut saya sudah 

bisa dikatakan ada karena kami sudah menugaskan beberapa orang pegawai dan THL dari 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kami berikan tugas membersihkan 

pasar dan wilayah di sekitar TPS Rumbai Pesisir tersebut”. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Analisis  Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator ketiga yakni pengarahan, 

peneliti menemukan informasi bahwa sudah adanya Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tetapi dalam pelaksanaannya 
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masih banyak yang tidak sesuai dengan SPT tersebut. Belum ada pegawai atau THL yang 

ditugas khusus untuk mengelola TPS Rumbai Pesisir tersebut, yang ada hanya tenaga 

penyapu. 

Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan   (Controlling)   diartikan   sebagai   proses   penentuan   yang dicapai, pengukuran 

dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif 

terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Pengawasan adalah proses 

pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan 

dalam rencana. 

  Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang 

menyangkut kepada pemantauan, sarana dan prasarana serta penegakan hukum dari Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra 

Apriadi MH Kabid Pengeolaan Sampah, beliau mengatakan bahwa : 

“Jelas, semua pegawai yang ditugaskan langsung turun kelapangan dan saya sendiripun 

sering melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah rentan banyak tumpukan sampah. 

Kan sudah sayakatakan tadi tidak ada armada yang ditugaskan khusus untuk rumbai pesisir 

yang ada hanya tugas sesuai zona masing-masing jadi itu sudah termasuk. Penegakan hukum 

memang belum ada karena kami masih kekurangan anggran untuk merekrut tenaga penegak 

hukum sehingga belum ada penegakan hukum terhadap angkutan mandiri yang membuang 

sampah di TPS Rumbai Pesisir tersebut”. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Analisis Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kota Pekanbaru dilihat dari indikator keempat yakni pengawasan, peneliti 

menemukan informasi bahwa tidak ada pegawai yang turun lapangan untuk memantau atau 

mengawasi TPS Rumbai Pesisir, dan tidak ada juga penegakan hukum yang dilakukan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan Keberishan Kota Pekanbaru. 

 Berdasarkan hasil tanggapan informan bahwa belum ada pengawasan secara rutin 

yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di 

TPS Rumbai Pesisir. Tidak ada angkutan secara khusus bertugas mengangkut sampah dari 

TPS Rumbai Pesisir dan juga belum ada penegakan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kota Pekanbaru. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kota Pekanbaru., maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1.  Timbulan sampah yang dibuang oleh masyarakat di TPS Pasar Simpang Baru 

 92,15 m3 atau persentase nya mencapai 65% per hari. 

2. Regulasi yang menyangkut tentang pengangutan hanya sekedar administrasi saja tetapi 

minim tindakan di lapangan. 
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3. Tidak adanya pegawai atau THL yang dituaskan untuk mengawasi dan mengelola 

sampah tersebut dan kurangnya kesigapan dinas secara administratif mengakibatkan 

mundurnya jadwal kerjasama antara dinas dan pihak swasta. 

4. Hambatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir 

Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru: Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih kekurangan anggaran untuk merekrut 

Tim Satgas Penegakan Hukum terhadap angkutan liar dan bentor yang membuang 

sampah di TPS Rumbai Pesisir, Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Masyarakat di sekitar TPS 

Rumbai Pesisir tidak mau andil bagian dalam membantu Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mensterilkan TPS, Belum adanya angkutan 

yang khusus untuk mengangkut sampah yang ada di TPS Rumbai Pesisir. 

5. Tidak tersedianya angkutan khusus yang bertugas mengangkut sampah di TPS Rumbai 

Pesisir dan tidak terdapat penegakan hokum dari Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kota Pekanbaru. 
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